QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN
2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Perlengkapannya (UTTP) perlu dilaksanakan teraftera ulang
guna melindungi kepentingan umum (kensumen dan
produsen) yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif
dalam pembangunan sektor perdagangan dalam rangka
memperkuat daya saing produk Indonesia khususnya bagi
Daerah Kabupaten Aceh Besar di pasar nasional dan global

{ o
Menimbang © a. bahwa untuk menciptakan tertib Alat Ukur, Takar, Timbang dan,
|

; b. bahwa jasa pelayanan umum penggunaan Alat Ukur, Takar,

| i Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan Sumber

: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar untuk

‘ . memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi
dan bertanggung jawab;

| ¢. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf | .
| Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ;
dan Retribusi Daerah maka perlu diatur Retribusi Pelayanan !
Tera/Tera Ulang dalam Kabupaten Aceh Besar; '

d. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor S-331/MK.7/2011 tanggal 28 Maret
2011 perihal Penyampaian Qanun Kabupaten Aceh Besar
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana
terlampir Hasil Evaluasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk
Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan atas Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

1 Mengingat o 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
¥ - Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
}:_;;;?‘J_ Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara {Lembaran
""" o Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meftrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198l
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193 );

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209 ); ' '

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19899 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

| Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3893),

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

| 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang .
| Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
| _ Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

| - Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

‘ 4400);

| 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

' 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Aceh {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633); )
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13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
| dan Pembebasan Untuk, Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta
| , Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan
' Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3283);
|

i 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983
tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran
' Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang’
Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4021);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
i Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
: Negara Republik Indonesia Nomor 4758);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang -
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
! Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
g . Republik Indonesia Nomor 4593);

20, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar
{Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Nomor 12).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN
k ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN
i 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

| Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupateh Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010
; tentang Retribusi Pelayanan TerafTera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar

Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapannya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
1 a. pelayanan pengujian alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

_ Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa

pelayanan teraftera ulang.




' 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas

pengendalian atas pelayanan teraftera ulang;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

(3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sepenuhnya

memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup
sebagian biaya.

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Untuk setiap pekerjaan Tera/Tera Ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang

dan perlengkapannya dikenakan Retribusi tera/tera utang.

6. Pasal 9 dihapus
7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut .

Pasal 17

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD;

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan Surat Teguran; _

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
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8. Diantara BAB XV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA sehingga
berbunyi sebagai berikut -

BAB XIV A
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17 A

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

! Retribusi, kecuali jika Wajib Retrlbu3| melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang RetriBusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.

ii (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut:

; (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
| ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar:

(56) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Retribusi.

Pasal 17 B
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan ‘
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan:
(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati,
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Pasal |l

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Diundangkan di Kota Jantho,

pada tanggal 8 Februari 2012 M
15 Rabiul Awal 1433 H

WV KABUPATEN ACEH BESAR,
: .

A

ZULKIFL! AHMAD

SEKRETARIS DAERAH /

Disahkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Desember 2011 M

6 Shafar - 1433 H

/BUPATE ACEH BESAR, £

BUKHARI DAUD

L EMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN 2012 NOMOR 15




PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN 2010

1.

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

UMUM

Untuk mentiptakan tertib alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
(UTTP) perlu dilaksanakan tera/tera ulang guna melindungi kepentingan umum
{konsumen dan produsen) yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif
dalam pembangunan sektor perdagangan dalam rangka memperkuat daya
saing produk Indonesia khususnya bagi Daerah Kabupaten Aceh Besar di pasar
nasional dan global. :

Bahwa jasa pelayanan umum penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Aceh Besar untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata,
dinamis, serasidan bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Kabupaten Aceh
Besar;

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 2
Cukup Jelas
Angka 2
Pasal 3
Cukup Jelas
Angka 3
Pasal 4
Cukup Jelas
Angka 4
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas



i .. rs Fa—
LR N o T o T S A By

Angka 5
Pasal 7A
Cukup Jelas
Angka 6
Pasal 9
Cukup Jelas

Angka 7-
Pasal 17
Ayat (1)
, Cukup Jelas
Ayat (2}
Cukup Jelas
Ayat (3)
' Cukup Jelas
Angka 8
Pasal 17A
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
: Pasal 17B
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

et am
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Pasal |
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 15
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